PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILLAN RAKYAT DALRAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4/30/DPRD-BLG /2021
TENTANG

PENUTUPAN MASA SIDANG KE- T (TIGA)
TAHUN PERSIDANGAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang © a bahwa sehubungan berakhirnya Masa Sidang Ke- 111 (TIGA)
Tahun 2021 serta telah berakhirnyva seluruh kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Penutupan Masa
Sidang Ke- 11l (KETIGA) Tahun Persidangan 2021 dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta sesuar dengan
Program / Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 |

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalhimantan Selatan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 4286),

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( l.embaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019
nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);




10.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang g:ﬁx
Permu;\»'arawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat[,) iy
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyalT e
Lembaran Negara Tahun })121:)]4I L\Ion;:)i; lijz(;moramﬁég)
¢ n Negara Repubii ndones
igbrzszir;ana te%ah diubah terakhir dengan Undang-UUr;iing_
Nomor 2 Tahun 2018 tentang f’erubz;ha]n4chtiuam/‘l\1tgzis hr;lajeﬁs
Indang  Nomor 17  Tahun 0 en
:;:riizfvara\:alan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewar}:
Perwakilan Daerah dan Dewan Pcrwarkllan Rakyart Daf:;a9
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 homgr ,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6187).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang P'emermtaha;l
Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(11'
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penvusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6197).

Peraturan Pemenmtah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Benta Negara
Repubhik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 157 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan;
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11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Balangan,
tanggal 29 Desember 2021

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan dengan
acara Penutupan Masa Sidang Ke-lII (11GA) Tahun
Persidangan 2021, Tanggal 30 Desember 2021,

Memperhatikan -

MEMUTUSKAN

KIEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH  KABUPATEN  BALANGAN  TENTANG
PENUTUPAN MASA SIDANG KE- 111 (TIGA) TAHUN

PERSIDANGAN 2021 ;

Menetapkan

Penutupan Masa Sidang Ke-lII (TIGA) Tahun Persidangan
2021 sekahgus menandakan berakhirnya seluruh kegiatan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Balangan pada Tahun 2021 yang dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

KESATU

Segala biaya yang ditmbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kabupaten Balangan ;

KEDUA

KETIGA Keputusan in1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 30 Desember 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

AHSANI FAUZAN, SE

Wakil Ketua,

—

MUHAMMAD IFDALL S, Sos
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